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Abstrak 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan 
pembangunan ekonomi. Tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan 
tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian untuk 
menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung variabel eksogen dan variabel endogen. Obyek dari 
penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang 
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti variabel tingkat pendidikan, pendapatan asli daerah, penduduk 
yang bekerja, dan investasi. Banyak pengamatan pada penelitian adalah 45 titik pengamatan, yaitu 
terdiri dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 5 tahun yaitu tahun 2018 - 2022. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis). Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, dan investasi 
berpengaruh positif signifikan sedangkan UMK berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali; (2) Tingkat pendidikan, UMK, dan pertumbuhan Ekonomi 
berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, 
sedangkan penduduk bekerja berpengaruh positif dan tidak signifikan serta investasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.; (3) Tingkat 
Pendidikan, UMK, penduduk yang bekerja, dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap 
tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. 
Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Penduduk yang Bekerja, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat 
Kemiskinan 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 
 

PENDAHULUAN 
Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara 

khususnya di Indonesia, banyak kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah untuk 
pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf 
hidup masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga memperluas kesempatan kerja 
dan mengarahkan pembagian pendapatan yang merata di setiap daerah. Kesejahteraan 
masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah tidak terkecuali 
bagi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan 
oleh pemerintah daerah semata-sama guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu 
sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan 
masyarakatnya, Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai 
tujuannya yakni dengan adanya pelaksanaan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu 
proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, 
maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukmaraga, 2011). 
Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu Negara yang 
menjadi agenda setiap tahunnya. Menurut Arsyad (1999:13), pembangunan ekonomi adalah 
sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu 
Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. 
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Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu 
perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih 
banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan 
semakin meningkat dan kemajuan teknologi semakin tinggi. Sebagai implikasi dari 
perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan 
meningkat dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi (Sukirno, 2011:3). Indikator yang 
dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi yang merata hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Setiap 
daerah atau wilayah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda 
antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, oleh sebab itu pemerintah selalu menetapkan 
target laju pertumbuhan di dalam perencanaan dan tujuan pembangunannya. Selain 
pertumbuhan yang tinggi pembangunan daerah harus juga dapat mengurangi tingkat 
kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan 
ekonomi merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan 
pembangunan ekonomi. Tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah 
pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi menjadi penggerak utama dalam penurunan dan peningkatan 
kemiskinan (Fosu, 2010). Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu 
dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.  

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan 
jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu kelemahan yang terkait dengan 
pertumbuhan ekonomi adalah ketidaksetaraan ekonomi, dimana tidak semua lapisan 
masyarakat mendapatkan maanfaat yang sama dari kemajuan ekonomi. Hal ini dapat 
mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Sementara di Indonesia 
sendiri walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa. Kesenjangan antar wilayah di 
Indonesia tidaklah terlalu besar apabila dibandingkan dengan negara lain yang mempunyai 
karakteristik yang sama (Hill, 1998). Meskipun menurut penelitian tersebut kesenjangan 
wilayah di Indonesia bukan merupakan masalah yang besar, namun pada kenyataannya 
kesenjangan atau ketimpangan di Indonesia telah menjadi masalah yang besar dan belum 
terselesaikan hingga saat ini. Ketimpangan di Indonesia tidak hanya terjadi antar provinsi 
namun juga daerah-daerah di dalam suatu provinsi. Keberhasilan pembangunan di suatu 
wilayah khususnya di Provinsi Bali dapat dilihat dari indikator perekonomian yang ada. 
Menurut Taufik, dkk (2014) menyatakan bahwa perkambangan laju pertumbuhan di suatu 
daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Brutonya karena Produk Domestik 
Regional Bruto merupakan salah satu indikator pembangunan suatu wilayah. Ukuran kualitas 
pertumbuhan ekonomi dilaksanakan dengan pendekatan tingkat kesejahteraan penduduk 
secara umum tidak hanya merujuk pada kesejahteraan ekonomi semata dengan pencapaian 
kepuasan individu secara maksimal, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan atau 
lingkungan sosial. Secara garis besar pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan alat ukur 
Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) pada tingkat regional. PDRB merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan 
oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar, baik PDB atau 
PDRB merupakan ukuran yang sifatnya global, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan 
ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang 
sebenarnya. Padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di 
negara atau daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan persoalan di atas maka untuk 
menggambarkan kesejahteraan penduduk suatu negara atau daerah, ukuran yang lebih tepat 
adalah PDB atau PDRB perkapita atau pendapatan perkapita. 
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Provinsi Bali memiliki permasalahan dalam pemerataan dalam pembangunan ekonomi, 
permasalahan ini menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan (Yuni, dan Sudibia, 2014) 
hal ini dikarenakan kurang memperhatikan pertumbuhan penduduk atau struktur ekonomi. 
Provinsi Bali memiliki perbedaan latar belakang dan wilayah dari 9 kabupaten yang ada. 
Perbedaan yang dimaksud adalah dari segi sumber daya alam, ekonomi, geografis, sosial, dan 
budaya. Perbedaan yang ada tersebut merupakan salah satu indikator yang mampu 
menghambat berbagai macam perkembangan dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Bali. 
Selain pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, 
tujuan utama dari suatu pembangunan adalah untuk menekan angka kemiskinan. Istilah 
kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat 
kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. 
Menurut World Bank (2004), salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya 
pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti 
makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima, selain 
itu mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah 
pendidikan, investasi dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan 
masalah kemiskinan seperti dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. 
Tingginya jumlah penduduk miskin di daerah-daerah di Indonesia merupakan gambaran 
bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong rendah. Menurut Djojohadikusumo 
(1994:43) pola kemiskinan ada empat yaitu persistent poverty, cylical pocerty, seasonal poverty 
dan accidental poverty. Kemiskinan yang pertama adalah persistent poverty, yaitu kemiskinan 
yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan 
yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal poverty, 
yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. 
Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau 
dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan 
suatu masyarakat.  

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang 
dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok 
orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang 
mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan 
sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, 
kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung 
dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Tidak hanya Indonesia, Provinsi 
Bali sebagai salah satu wilayah yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat, 
namun ditengah pesatnya perkembangan perekonomian yang terjadi, jumlah penduduk miskin 
masih sangat tinggi. Kondisi ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang sulit memenuhi 
kebutuhan pokok hidupnya, ini membuktikan bahwa kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi 
Bali perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kebijakan terkait dengan peningkatan 
kapasitas manusia (human capital development) sangat diperlukan untuk membebaskan 
masyarakat dari belenggu kemiskinan kronis, salah satunya adalah melalui pendidikan, dimana 
pendidikan merupakan investasi jangka panjang mereka agar dapat secara permanen keluar 
dari kemiskinan (Inna, 2014). Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya dipandang 
dari rendahnya kualitas ekonomi, tetapi sudah dipandang dari sudut yang berbeda-beda dan 
tergantung pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga telah bergeser.  

Bali merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan bisnis pariwisatanya yang telah 
mendunia, hal tersebut menjadikan Bali sebagai salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh 
wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Dengan semakin banyaknya jumlah 
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wisatawan yang datang ke Bali, Pemerintah Provinsi Bali tentu harus berusaha melakukan 
pemerataan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat membantu memaksimalkan 
peran dari masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan 
kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Infrastruktur, investasi dan pendidikan berkualitas 
tinggi adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, karena apabila hal ini 
diperhatikan oleh pemerintah maka akan mempersempit kesenjangan antar daerah dan sektor 
ekonomi wilayah dan pada saat yang bersamaan mampu meningkatkan produktivitas, yang 
akan mendorong pertumbuhan (Boediono 2017). Masyarakat pada era globalisasi saat ini 
harus memperoleh pendidikan yang layak karena ilmu yang didapatkan berguna bagi 
individualnya, selain itu masyarakat mampu memperoleh keterampilan yang lebih dalam 
bersaing terhadap dunia kerja yang ada. Menurut Michael (2007) Pendidikan sangat 
diperlukan bagi menunjang keberhasilan. Pendidikan merupakan hal yang paling penting 
dalam proses peningkatan tarif hidup (Kurniawan, 2016). Hal ini perlu ditunjang oleh bantuan 
pemerintah.Pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan pendidikan 
yang berkualitas bagi masyarakatnya dengan memberikan berbagai program-program 
maupun kebijakan wajib belajar sembilan (9) tahun untuk dapat menunjang dalam upaya 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang dianggap mampu memacu 
pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi 
dalam rumah tangga umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan. Faktor pendidikan 
sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Permasalahan mengenai investasi sumber 
daya manusia di dunia pendidikan dan kemiskinan hampir serupa. Umumnya menghadapi 
dilema apakah pertumbuhan ekonomi yang lebih didahulukan ataukah investasi pendidikan 
yang lebih baik. Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan cukup penting karena 
pendidikan memiliki peranan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 
mengurangi kemiskinan (Haughton, 2012). Ranis dan Stewart (2001) mengemukakan bahwa 
pembangunan manusia secara luas didefinisikan sebagai mengusahakan orang-orang untuk 
menjalani hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih penuh. Secara sempit pembangunan manusia 
diinterpretasikan sebagai refleksi dari status kesehatan dan pendidikan manusia. Variabel 
pendidikan itu sendiri berkenaan dengan pengembangan pengetahuan serta keahlian dan 
keterampilan dari manusia maupun tenaga kerja dalam proses pembangunan. Pendidikan 
merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan 
yang lebih baik (Sudiharta dan Sutrisna, 2014). Menurut Septiana dkk (2015) pendidikan yang 
lebih luas adalah modal manusia dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini 
karena keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik, dimana kesehatan 
merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan merupakan inti dari mencapai kehidupan 
yang memuaskan dan berharga. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan 
produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. 
Peran gandanya sebagai input maupun outputmenyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat 
penting dalam mencapai kehidupan yang layak.  

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, Todaro (2003:413) membuktikan bahwa 
pendidikan memang memiliki pengaruh positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi. 
Peningkatan pendidikan bukan hanya mampu meningkatkan kapabilitas saja, namun juga 
merupakan sarana penting dalam meningkatkan “modal manusia” di masa yang akan datang. 
Constantinos (2009) menyatakan peningkatan pendidikan secara umum dapat pula 
memperbesar produktivitas dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan 
(perekonomian) yang lebih tinggi baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Menurut 
Chon (1997), individu yang mengikuti pendidikan akan memperoleh banyak peluang untuk 
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memperoleh pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan peningkatan pendapatan di dalam 
kehidupannya, serta masyarakat memperoleh manfaat dari produktivitas tenaga kerja terdidik. 
Pendidikan yang semakin tinggi dapat menurunkan angka kemiskinan. Sasih dan Saskara 
(2016) dalam penelitiannya memberikan informasi bahwa variabel pendidikan memiliki 
pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di 
Provinsi Bali. Selain pendidikan, faktor yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu 
daerah yaitu adanya upah minimum kabupaten yang stabil. Upah minimum memberikan 
dampak terhadap tingkat kemiskinan melalui peningkatan rata-rata upah, dimana tingkat 
kemiskinan ikut berkurang seiring meningkatnya rata-rata upah pekerja, namun peningkatan 
pengangguran akibat dari upah minimum yang meningkat juga memberikan pengaruh pada 
bertambahnya tingkat kemiskinan. 

Pendapatan bisa menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kemiskinan. Bagi 
penduduk yang bekerja sebagai pekerja, produktivitas pekerja dapat ditingkatkan melalui 
upah. Upah minimum provinsi atau yang biasa disingkat UM adalah upah minimum yang 
berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. UM untuk setiap kabupaten/kota di 
suatu provinsi sama. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi 
Dewan Pengupahan Provinsi. Sedangkan UM kota/ kabupaten ditetapkan oleh pemerintah 
setempat dengan memperhatikan pihak-pihak lain. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi 
pada rendahnya tabungan dan investasi, baik invetasi manusia maupun investasi kapital. 
Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Jadi, semakin rendah 
upah minimum masyarakat maka, tingkat kemiskinan akan semakin besar. Demikian juga yang 
dipaparkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Romi & Umiyati, 2018) bahwa upah 
minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat 
menjadi salah satu indikator kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat 
suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat. Selain upah minimum, 
penduduk yang bekerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi dan tingkat kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, bekerja adalah kegiatan 
ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu 
memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam 
seminggu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu 
dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. 

Umumnya seseorang yang berada pada usia produktif akan mampu memperoleh 
pendapatan lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif (Rahayu, 2014), oleh karena 
itu penduduk yang bekerja pada umumnya akan mampu mendapatkan kesejahteraan lebih 
baik dibandingkan dengan seseorang yang tidak bekerja. Secara ekonomis penduduk yang 
bekerja akan memperoleh penghasilan atau uang yang bisa digunakan untuk membeli barang 
dan jasa guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu, penduduk yang bekerja 
dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menekan 
tingkat kemiskinan di suatu daerah. Masalah ketenagakerjaan juga merupakan fenomena yang 
masih perlu diperhatikan di Indonesia khususnya di Bali, apalagi pasar tenaga kerja di Bali 
diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Saat ini, banyak penduduk yang 
melakukan migrasi dan urbanisasi melihat peluang kerja di Provinsi Bali semakin besar. 
Dengan situasi seperti ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur 
penduduk, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk yang bekerja Tingkat 
kemiskinan yang masih ditoleransi meskipun tingkat produktivitas yang mencari pekerjaan 
tinggi mungkin menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan 
distribusi kekayaan atau akses kesempatan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti 
kurangnya kebijakan redistribusi yang efektif, ketimpangan dalam pendapatan, atau masalah 
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struktural dalam pasar tenaga kerja yang menghambat mobilitas sosial dan ekonomi. Dalam 
situasi ini, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi 
kesenjangan pendapatan dan meningkatkan akses kesempatan bagi mereka yang berada di 
tingkat produktivitas yang mencari pekerjaan.  

Menurut Danawati dkk (2016), keberhasilan pembangunan di suatu daerah selain 
ditentukan oleh besarnya jumlah pengeluaran pemerintah juga di pengaruhi oleh besarnya 
jumlah investasi yang terjadi di suatu daerah. Idealnya, setiap proses pembangunan termasuk 
di daerah didasarkan atas kemampuan sendiri (self reliant development) dengan 
mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Kondisi objektif menunjukkan 
bahwa daerahdaerah biasanya mengalami kesulitan dalam membangun perekonomian karena 
keterbatasan sumber daya manusia, keterbelakangan teknologi dan kekurangan modal. 
Masalah kekurangan modal merupakan salah satu faktor yang paling sering mendapat 
perhatian lebih (Hendra, 1991). Investasi merupakan hal yang penting bagi perekonomian 
suatu daerah maupun negara karena berperan sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Kegiatan 
penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (capital 
stock). Selanjutnya peningkatan stok modal tersebut akan dapat meningkatkan produktivitas 
serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Sulistiawati, 2012;29; Sarungu, 
2013;112). Pemerintah memandang perlunya menempuh kebijakan yang memberikan 
kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta, baik domestik maupun asing, untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Bentuk partisipasi dalam upaya menanggulangi 
masalah tersebut adalah dengan penanaman modal atau investasi. Investasi ialah pembelian 
barang-barang yang digunakan pada masa depan untuk menghasilkan barang dan jasa yang 
lebih banyak. Kuantitas tenaga kerja dalam kegiatan produksi dipengaruhi oleh adanya 
peningkatan investasi yang ditanamkan dalam suatu industri akibat adanya permintaan 
(Taufik dkk, 2014). Ketepatan pemerintah dalam menentukan kebijakan distribusi 
pengeluaran pemerintah, dan arah investasi ke daerah-daerah dapat menciptakan kesempatan 
kerja bagi tenaga kerja di daerah. Terserapnya tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di suatu daerah, namun seandainya distribusi pengeluaran belum dapat dilakukan 
secara merata maka ketimpangan di kabupaten/kota akan tetap terjadi sehingga masyarakat 
dengan penghasilan yang rendah tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk ikut berperan 
dalam proses pembangunan.  

Menurut teori klasik bahwa invesasi merupakam suatu pengeluaran yang dimaksudkan 
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jadi investasi 
merupakan pengeluaran yang menambah jumlah alat – alat produksi dalam masyarakat 
dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan, sehingga Pertumbuhan Ekonomi 
meningkat. Sehubungan dengan itu, maka sudah sewajarnya pemerintah melakukan kebijakan 
yang bertujuan untuk meningkatkan masuknya investasi Sutawijaya (2007). Pertumbuhan 
ekonomi dapat ditingkatkan dengan investasi. Investasi akan memberikan pertumbuhan 
ekonomi yang lebih bermanfaat kepada kaum miskin Yusuf dan Summer (2015). Wihardjo 
(2014) menyatakan ada hubungan positif antara investasi atau penanaman modal asing dengan 
kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian lain oleh Suciati, dkk. (2015) menyatakan 
bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di 
kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2007 – 2012, investasi yang dilakukan pemerintah 
melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap 
tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun 
Kesejahteraan terus diupayakan untuk menekan dan mengurangi jumlah kemiskinan namun 
terlihat bahwa keduanya tidak memiliki hubungan yang signifikan yang berarti bahwa 
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tingginya jumlah kesejahteraan belum tentu berhubungan dengan kondisi Kemiskinan yang 
terjadi saat ini, dan sebaliknya kondisi Kemiskinan yang terjadi saat itu baik turun maupun naik 
tidak berhubungan dengan Kesejahteraan. 

Investasi mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 
menyediakan kesempatan kerja (Jordi et al., 2003). Secara teoritis, tingkat pertumbuhan 
ekonomi berkorelasi positif dengan investasi seperti yang dinyatakan antara lain oleh Keynes 
dalam Jhingan (2003,133- 134) dan Mankiw (2006:93), Harrod Domar dalam Arsyad 
(2010:8286), Solow- Swan dalam Arsyad (2010:88-89), Kuznet dalam Arsyad (2010:277), 
Todaro (2000:136), dan Schumpeter dalam Sukirno (2008:122). Investasi dapat berupa 
penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan 
uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan yang masih menjadi perhatian pemerintah baik pusat 
maupun daerah. Tingkat pendidikan, pendapatan asli daerah (PAD), penduduk yang bekerja, 
dan investasi menjadi faktor-faktor yang sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan 
ekonomi dan tingkat kemiskinan. Selain itu antara satu faktor dan faktor yang lainnya saling 
tidak terlepas satu sama lain. Berdasarkan latar belakang maka mendesak dilakukan sebuah 
penelitian tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Bali.  

Berlandaskan pada latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 
penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, 
penduduk yang bekerja, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 
Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022? Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, upah 
minimum, penduduk yang bekerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 
kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022? Apakah tingkat 
pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi berpengaruh tidak langsung 
terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali 
pada tahun 2018 – 2022? Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis 
pengaruh langsung tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi 
terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022. 
Untuk menganalisis pengaruh langsung tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang 
bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di 
Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung tingkat 
pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi terhadap tingkat 
kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 
– 2022 ? 
 

METODE PENELITIAN 

Desain atau rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan 
penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filosofi positivisme. Eksplanasi 
yang digunakan pada penelitian kuantitatif adalah eksplanasi asosiatif, yaitu mengupas 
hubungan atau pengaruh antarvariabel. Variabel-variabel pengaruhnya adalah tingkat 
pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi. Sementara itu variabel 
intervening adalah pertumbuhan ekonomi, dan variabel terikat adalah tingkat kemiskinan. 
Lokasi penelitian yang dipilih adalah kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan alasan bahwa di 
Bali masih terdapat ketimpangan yang sangat lebar antar kabupaten/kota seperti yang dialami 
Kabupaten Karangasem, Buleleng, Bangli sangat berbeda dengan kondisi Kabupatan Badung 
dan Kota Denpasar. Fenomena kemiskinan dan ketimpangan sosial tersebut tidak terlepas dari 
perbedaan- perbedaan kondisi tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, investasi, dan 
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pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Masih 
tingginya ketimpangan dan tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bali 
menjadi alasan untuk pemilihan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sebagai lokasi 
penelitian ini. Obyek dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di 
Provinsi Bali yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti variabel tingkat pendidikan, upah 
minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi. Titik pengamatan pada penelitian ini adalah 
sebanyak 45 titik, yaitu terdiri dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 5 
tahun yaitu tahun 2018 – 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif dan kualitatif.  
1. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang 

diangkakan/scoring (Sugiyono, 2017:10). Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu tingkat 
kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang 
bekerja, dan investasi dalam negeri maupun asing di Provinsi Bali.  

2. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, 
bagan, gambar, dan foto (Sugiyono, 2017:10). Data kualitatif dalam penelitan ini adalah 
penelitian sebelumnya, artikel, buku dan literatur lainnya yang terkait dengan variabel dari 
penelitian ini. 

 
Sumber data mencakup data primer dan data sekunder. Sumber data utama dalam 

penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 
data pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah Provinsi Bali, 
penerimaan upah minimum, penduduk yang bekerja, dan data investasi dalam negeri maupun 
luar negeri (asing) di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non perilaku, yaitu peneliti tidak 
terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2014:204-205). Metode 
observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran data sekunder di BPS, sesuai 
dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kondisi geografis, iklim dan Demografi 

Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan 
sebutan Pulau Dewata (The Island of God). Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok 
dengan Ibu kota Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Pulau Bali dengan total 
luas wilayah 5.636,66 km2, terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau 
terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan 
(terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau 
Bali. Secara geografis pulau ini terletak 08°03’40” - 08°50’48’’ lintang selatan (LS) dan diantara 
114°25’53’’-115°42’40’’ bujur timur (BT). Hal inilah yang membuat Bali beriklimWilayah Bali 
secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim 
kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga 
September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga 
mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin 
banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi 
musim penghujan. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan 
iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu, peralihan musim merupakan salah satu 
indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara 
lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat 
disusun sesuai kondisi iklim aktual. 
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Pembahasan 
Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan, UMK, Penduduk yang Bekerja, dan Investasi 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 
2022 
Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022 

Secara statistik tingkat pendidikan berpengaruh langsung positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya tingkat 
pendidikan seseorang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Hasil pengujian 
memperoleh nilai koefisien beta tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
bernilai positif sebesar 0,322. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis pendidikan 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 
adalah terbukti. Nilai koefisien beta sebesar 0,322 bermakna apabila pendidikan 
meningkat 1 tahun maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 
0,32 persen. Hasil regresi yang signifikan dikarenakan dengan kenaikan tingkat 
pendidikan berarti kemampuan produktivitas seseorang akan meningkat dalam dunia 
pekerjaan, sehingga memaksa perekonomian meningatkan produksi. Peningkatan 
produsksi akan menyebabkan peningkatan terhadap perekonomian Kabupaten/Kota di 
Provinsi Bali dan sebaliknya. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan menyebabkan 
rendahnya kualitas dan kuantitas output yang diproduksi produsen dan secara langsung 
akan berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut (Buchari, 
2016). Berdasarkan pada teori Human Capital, jika suatu negara memiliki sumber daya alam 
yang terbatas, namun jika mempunyai modal manusia (human capital) yang berkualitas dan 
terampil maka negara tersebut dapat memanfaatkan modal fisik dan sumber daya alamnya 
secara efisien seperti Jepang, Korea Selatan dan Singapura. Oleh karena itu penting bagi suatu 
negara meningkatkat kualitas human capital untuk kepentingan pembangunan. Hasil studi 
literatur dalam bidang ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa modal manusia adalah 
faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi (Ogundari & Awokuse, 2018; Sultana et al., 2022). 
Hal ini dapat dilakukan melalui pendalaman modal, devisa, impor teknologi, dan peningkatan 
produktivitas secara umum (Dankyi, Abban, Yusheng & Coulibaly, 2022) serta melalui 
pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, kesehatan dan imigrasi (Schultz, 1961 & Becker, 
1993). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Windayana&Darsana (2020), bahwa tingkat 
pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 
kabupaten/kotaProvinsi Bali. Pendidikan adalah faktor utama untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan manusia yang 
akan meningkatkan produktivitas dan kompetensi (Hanif & Noman, 2016). 
 

Pengaruh Langsung UMK terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Secara statistik upah minimum berpengaruh langsung negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya upah 
minimum menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Hasil pengujian 
memperoleh nilai koefisien beta upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi bernilai 
negatif sebesar 1,298 dengan nilai signifikansi sebesar (0,000) < 0,05 yang berarti H1 tidak 
diterima. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis upah minimum berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah tidak terbukti. 
Nilai koefisien beta sebesar -1,298 bermakna apabila upah minimum meningkat 1 juta 
rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 1,298 persen 
dengan asumsi caterisparibus. Hasil penelitian yang menunjukan hasil hubungan negatif 
anatara upah minimum dengan pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya timbal balik 
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antara pendapatan akan upah minimum dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian 
yang menunjukkan hubungan negatif antara upah minimum dan pertumbuhan ekonomi 
sering kali berfokus pada dampak kenaikan upah minimum terhadap lapangan kerja dan 
investasi. Ketika upah minimum dinaikkan secara signifikan, perusahaan dapat menghadapi 
peningkatan biaya tenaga kerja, yang menyebabkan pengurangan jumlah karyawan, 
pengurangan jam kerja, atau bahkan pengalihan pekerjaan ke otomatisasi. Ini dapat 
meningkatkan pengangguran, terutama di kalangan pekerja berpenghasilan rendah. Selain 
itu, biaya operasional yang lebih tinggi dapat menghambat keputusan investasi perusahaan, 
mengurangi investasi dalam pengembangan atau ekspansi, dan membatasi peningkatan 
produktivitas, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kenaikan upah 
minimum juga dapat memicu inflasi, karena perusahaan mungkin menaikkan harga barang 
dan jasa untuk menutupi biaya tambahan, sehingga mengurangi daya beli masyarakat dan 
penurunan permintaan agregat. Dalam jangka pendek, meskipun ada peningkatan 
pendapatan bagi sebagian pekerja, dampak negatif seperti pengangguran dan inflasi dapat 
menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan siklus merugikan yang 
berdampak pada kemampuan pemerintah untuk mendanai program sosial bagi pekerja 
berpenghasilan rendah. Hasil penelitian ini didukung salah satu penelitian yang sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Maitra & Mani (2021), bahwa menganalisis dampak 
kebijakan upah minimum pada sektor manufaktur di India dan menemukan bahwa 
peningkatan upah minimum secara signifikan mengurangi tingkat pekerjaan di sektor tersebut, 
yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, didukang oleh penelitian Rani dan 
Sethi (2022) dalam International Journal of Economic Perspectives menganalisis dampak 
kebijakan upah minimum di berbagai negara bagian India dan menemukan bahwa peningkatan 
upah minimum berhubungan dengan penurunan lapangan kerja. Penurunan ini disebabkan 
oleh meningkatnya biaya tenaga kerja yang membuat perusahaan lebih cenderung untuk 
mengurangi jumlah karyawan atau mengalihkan investasi mereka. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa efek negatif pada lapangan kerja dapat memperlambat pertumbuhan 
ekonomi di beberapa daerah, mengindikasikan bahwa meskipun upah minimum bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, ada risiko signifikan yang harus dipertimbangkan 
terkait dampaknya pada ekonomi secara keseluruhan. 
 

Pengaruh Langsung Penduduk yang Bekerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Secara statistik penduduk yang berkerja berpengaruh langsung positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya penduduk 
yang bekerja menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Hasil pengujian 
memperoleh nilai koefisien beta penduduk yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi 
bernilai positif sebesar 0,858 dengan nilai signifikansi sebesar (0,000) < 0,05 yang berarti 
H1 diterima. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis penduduk yang bekerja 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 
adalah terbukti. Nilai koefisien beta sebesar 0,858 bermakna apabila penduduk yang 
bekerja meningkat 1 orang maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan 
sebesar 0,858 persen dengan asumsi cateris paribus. Hasil regresi yang signifikan 
dikarenakan semakin banyak jumlah penduduk yang bekerja akan mengakibatkan 
peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh teori 
pertumbuhan ekonomi Adam Smith dan penelitian Musfiar (2012) dan Fleisher et al 
(2007) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara pertumbuhan penduduk 
dan pertumbuhan ekonomi dimana kondisi dan kemajuan penduduk terutama penduduk 
yang bekerja sangat erat kaitannya dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan 
perekonomian suatu daerah. Adapun dukungan penelitian lainnya yaitu hasil penelitian ini 
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sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni dan Sudibia (2017) yang menyatakan bahwa 
adanya pengaruh positif antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dimana 
kondisi dan kemajuan penduduk terutama penduduk yang bekerja sangat erat kaitannya 
dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di suatu daerah. 
 

Pengaruh Langsung Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Secara statistik investasi berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan 
investasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Hasil pengujian memperoleh 
nilai koefisien beta investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bernilai negatif sebesar -
1,513 dengan nilai signifikansi sebesar (0,000) < 0,05 yang berarti H1 ditolak. Hasil dari ini 
menunjukkan bahwa hipotesis investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah tidak terbukti. Nilai koefisien beta 
sebesar -1,513 bermakna apabila investasi meningkat 1 juta rupiah maka pertumbuhan 
ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,049 persen dengan asumsi cateris paribus. 
Berdasarkan teori pertumbuhan Solow, akumulasi modal yangdigunakan untuk 
melakukan pengadaan fator-faktor produksi baru atau untuk menigkatkan kualitas faktor-
faktor produksi akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Akumulasi 
modal berupa investasi akan memberikana dampak pada ekonomi dan kesempatan kerja 
sehingga meningkatkan pendapatan nasional yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. Menurut Wiagustini dkk (2017) Proses pembangunan ekonomi modal menjadi 
objek penting, karena akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya 
pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan pembangunan ekonomi suatu daerah. Menurut 
Jhingan (2004:229), sesuai dengan teori pertumbuhan dari Harrod Domar, bahwa investasi 
memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi yaitu menciptakan pendapatan dan 
memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. 
Bhinadi (2003) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh barang modal, 
tenaga kerja dan perubahan produktivitas dari faktor produksi tersebut. Peningkatan investasi 
(barang modal) dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, jika investasi bertambah 
maka pertumbuhan ekonomi pun meningkat dan jika investasi berkurang maka pertumbuhan 
ekonomi akan menurun. Todaro & Smith (2011:137) menyatakan bahwa investasi berperan 
penting dalam menggerakkan perekonomian bangsa, karena pembentukan modal 
memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan 
lapangan kerja baru. Menurut Setijawan (2021) investasi adalah hal krusial dalam 
pembangunan ekonomi, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil 
penelitian tidak sejalan dengan penelitian Yuliana (2019) dan Susilo (2018) menyatakan 
bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 
disebutkan bahwa investasi memiliki hubungan jangka panjang serta memiliki kendali 
dalam pertumbuhan ekonomi. Sari&Aswitari (2020) investasi memiliki pengaruh 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta penelitian oleh 
Manurung dkk (2022) dengan judul Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten 
mengemukakan hasil bahwa PMTB berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 

Namun, hasil penelitian sejalan dengan penelitian Bhasin & Mishra (2023), 
menganalisis hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara 
berkembang, menemukan bahwa dalam konteks tertentu, peningkatan investasi dapat 
berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
meskipun investasi biasanya dianggap sebagai pendorong pertumbuhan, faktor-faktor 
seperti kebijakan yang tidak tepat dan kondisi makroekonomi yang tidak stabil dapat 
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menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan 
ini menyoroti pentingnya kebijakan yang baik dan stabilitas ekonomi untuk 
memaksimalkan manfaat investasi. Dalam penelitian Alfaro & Chandra (2023) juga 
menyatakan bahwa di negara-negara dengan pasar keuangan yang lemah, investasi asing 
langsung (FDI) dapat memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian 
menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk memanfaatkan investasi secara efektif, akibat 
dari struktur pasar yang tidak memadai, dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak 
efisien, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menyoroti 
pentingnya konteks ekonomi dan infrastruktur keuangan dalam menentukan dampak investasi 
terhadap pertumbuhan. 
 
Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan, UMK, Penduduk yang Bekerja, dan Investasi 
terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022 
Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Bali tahun 2018-2022 

Secara statistik tingkat pendidikan berpengaruh langsung negatif dan signifikan 
terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya tingkat pendidikan 
seseorang akan menyebabkan menurunnya kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil 
pengujian memperoleh nilai koefisien beta tingkat pendidikan terhadap kemiskinan 
bernilai negatif -0,825 dengan nilai signifikansi sebesar (0,000) < 0,05 yang berarti H1 
diterima. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis pendidikan berpengaruh negatif 
terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah terbukti. Nilai koefisien beta 
sebesar -0,825 bermakna apabila pendidikan meningkat 1 tahun maka kemiskinan akan 
mengalami penurunan sebesar 0,825 persen. Hasil analisis menyatakan bahwa tingkat 
pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota 
di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di suatu 
wilayah, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tesebut. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan temuan Jana dan Yasa (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan 
mempunyai keterkaitan yang erat terhadap pengurangan kemiskinan, dimana jika tingkat 
pendidikan naik maka kemiskinan akan menurun. Hasil serupa diperoleh dalam penelitian 
Seran (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan negatif dan signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan, yakni melalui pendidikan akan membuka peluang untuk 
mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi saat ini ataupun di masa mendatang.  
 

Pengaruh Langsung UMK terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 
tahun 2018-2022  

Secara statistik upah minimum berpengaruh langsung negatif dan signifikan 
terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya upah minimum 
menyebabkan penurunan kemiskinan. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta 
upah minimum terhadap kemiskinan bernilai negatif sebesar -0,373 dengan nilai 
signifikansi sebesar (0,002) < 0,05 yang berarti H1 diterima. Hasil dari ini menunjukkan 
bahwa hipotesis upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah terbukti. Nilai koefisien beta sebesar -0,373 
bermakna apabila upah minimum meningkat 1 juta rupiah maka kemiskinan akan 
mengalami penurunan sebesar 0,373 persen dengan asumsi caterisparibus. Upah minimum 
dapat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui beberapa mekanisme. Pertama, 
peningkatan upah minimum yang signifikan dapat menyebabkan pengangguran, terutama di 
kalangan pekerja berpenghasilan rendah, karena perusahaan mungkin mengurangi jumlah 
karyawan atau jam kerja untuk mengelola biaya yang lebih tinggi (Neumark & Wascher, 2008). 
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Selain itu, kenaikan upah minimum sering kali diikuti oleh peningkatan harga barang dan jasa, 
yang dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga pekerja 
berpenghasilan rendah dapat terjebak dalam kemiskinan meskipun mendapatkan upah yang 
lebih tinggi (Rani & Sethi, 2022). Selain itu, kebijakan upah minimum dapat mendorong 
pengusaha untuk beralih ke sektor informal, di mana pekerja tidak mendapatkan perlindungan 
sosial atau upah yang layak, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan (Dube et 
al., 2010). Dalam konteks ini, meskipun tujuan dari kebijakan upah minimum adalah untuk 
mengurangi kemiskinan, dampak negatif seperti pengangguran, inflasi, dan dampak pada 
sektor informal dapat menciptakan kondisi yang sebaliknya (Maitra & Mani, 2021). Hasil 
penelitian sejalan dengan penelitian Tanjung & Rahman (2022) bahwa peningkatan upah 
minimum secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 
Mereka menunjukkan bahwa meskipun upah minimum bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan pekerja, dampaknya terhadap lapangan kerja dan pengurangan jam kerja 
menyebabkan beberapa pekerja kehilangan pendapatan, sehingga mengakibatkan peningkatan 
kemiskinan di kalangan kelompok berpenghasilan rendah. Hasil ini menegaskan pentingnya 
pertimbangan terhadap kondisi pasar tenaga kerja saat merumuskan kebijakan upah 
minimum. 
 
Pengaruh Langsung Penduduk Bekerja terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Bali tahun 2018-2022 

Secara statistik penduduk yang berkerja berpengaruh langsung positif dan tidak 
signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya penduduk 
yang bekerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan Hasil pengujian 
memperoleh nilai koefisien beta penduduk yang bekerja terhadap kemiskinan bernilai 
positif sebesar 0,060 dengan nilai signifikansi sebesar 0,529 > 0,05 yang berarti H1ditolak. 
Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis penduduk yang bekerja berpengaruh positif 
terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah tidak terbukti. Nilai 
koefisien beta sebesar 0,060 bermakna apabila penduduk yang bekerja meningkat 1 orang 
maka kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 0,060 persen dengan asumsi 
cateris paribus. Hasil analisis menyatakan bahwa penduduk yang bekerja berpengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penduduk 
bekerja berpengaruh tidak signifikan pada penelitian ini berarti penduduk bekerja memiliki 
pengaruh arah yang positif terhadap kemiskinan tetapi pada saat ini belum mampu 
menurunkan atau berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan faktor-
faktor yang mempengaruhi kemiskinan sangat kompleks dan seringkali melampaui hanya 
tingkat partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Adanya ketimpangan 
pendapatan yaitu meskipun seseorang bekerja, penghasilannya mungkin tidak mencukupi 
untuk keluar dari garis kemiskinan. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat upah, 
pekerjaan informal dengan penghasilan rendah, atau ketidaksetaraan dalam distribusi 
pendapatan. Dengan demikian, meskipun anggota penduduk bekerja, mereka masih dapat 
berada di bawah garis kemiskinan karena berbagai faktor ekonomi, sosial, dan struktural yang 
kompleks dan saling terkait. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahayu (2014) 
yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah penduduk bekerja akan mengurangi jumlah 
kemiskinan, sebab penduduk yang bekerja biasanya akan mampu mendapatkan kesejahteraan 
lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang tidak bekerja. Secara ekonomis penduduk 
yang bekerja akan memperoleh penghasilan yang bisa digunakan untuk membeli barang dan 
jasa guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.  
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Pengaruh Langsung Investasi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi 
Bali tahun 2018-2022  

Secara statistik investasi berpengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap 
kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan investasi 
menyebabkan kemiskinan menurun, namun pengaruhnya tidak signifikan. Hasil pengujian 
memperoleh nilai koefisien beta investasi terhadap kemiskinan bernilai negatif sebesar -
0,272 dengan nilai signifikansi sebesar (0,069) > 0,05 yang berarti H1 tidak diterima. Hasil 
dari ini menunjukkan bahwa hipotesis investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah tidak terbukti. Nilai 
koefisien beta sebesar 0,272 bermakna apabila investasi meningkat 1 juta rupiah maka 
kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,272 persen dengan asumsi cateris 
paribus. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa semakin 
banyak jumlah investasi yang diperoleh Provinsi Bali, maka akan semakin menurunkan tingkat 
kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali namun tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengaruh negatif dari 
variabel invetasi disebabkan oleh tidak meratanya penanaman modal atau investasi yang 
masuk. Banyak investasi hanya terfokus pada daerah-daerah bali Selatan yang mempunyai 
objek wisata, sedangkan daerah Bali Timur mauppun Bali Utara tidak kurang mendapatkan 
investasi. Keadaan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di 
Bali, yang nantinya akan menyebabkan kemiskinan di daerah atau wilayah yang tingkat 
pembangunan yang rendah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Jana dan Yasa 
(2019) yang memperoleh hasil bahwa investasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi yang masuk ke suatu daerah 
secara langsung akan berpengaruh terhadap kapital di daerah serta kegiatan ekonomi. Dalam 
penelitian ini, investasi memberikan pengaruh negatif artinya, jika arus investasi ke suatu 
daerah berlangsung terus menerus dan dalam jangka panjang serta dibarengi dengan ekonomi 
yang berdaya saing tinggi, maka investasi akan menaikkan penawaran melalui peningkatan 
stok kapital yang ada. Selanjutnya, peningkatan stok kapital ini akan meningkatkan 
kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan produksi yang 
akan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah tersebut (Rizal dalam Dewi, 2015). Artinya 
semakin tinggi akumulasi kapital maka akan merangsang semakin meningkatnya kesempatan 
kerja maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi dan berakibat pada 
menurunnya jumlah kemiskinan. Hasil penelitian tidak signifikan sejalan dengan penelitian 
Sari & Utami (2023), bahwa meskipun investasi merupakan salah satu faktor penting dalam 
pembangunan ekonomi, pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan tidak signifikan. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti kebijakan sosial dan pendidikan, 
lebih berperan dalam mengatasi kemiskinan dibandingkan dengan investasi semata. Temuan 
ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam merumuskan kebijakan untuk 
mengurangi kemiskinan. 
 

Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota 
di Provinsi Bali tahun 2018-2022 

Secara statistik pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung negatif dan signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi menyebabkan ringkat kemiskinan menurun. Hasil pengujian memperoleh nilai 
koefisien beta pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan bernilai negatif sebesar -
0,158 dengan nilai signifikansi sebesar (0,024) < 0,05 yang berarti H1 diterima. Hasil dari ini 
menunjukkan bahwa hipotesis pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat 
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kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah terbukti. Nilai koefisien beta sebesar -
0,158 bermakna apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen maka tingkat kemiskinan 
akan mengalami penurunan sebesar 0,158 persen dengan asumsi cateris paribus. Pertumbuhan 
ekonomi yang stabil dan inklusif dapat menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan yang 
mengarah pada peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Pendapatan yang lebih tinggi akan 
memungkinakan masyrakat dalam memenuhi kebutuhan, sehingga mampu terlepas dari 
kemiskinan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan emberikan akses penduduk untuk 
meperoleh fasilita Kesehatan dan pendidikan yang nantinya akan mampu melepaskan dari 
lingkaran setan kemiskinan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
Jana dan Yasa (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi secara 
parsial pengaruh tingkat pendidikan dan investasi terhadap tingkat kemiskinan 
kabupaten/kota di Provinsi Bali. 
 
Pengaruh Tidak Langsung  

Hasil pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi 
merupakan variabel yang memediasi pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, jumlah 
penduduk bekerja, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali 
atau dengan kata lain tingkat pendidikan, upah minimum, jumlah penduduk bekerja, dan 
investasi, berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di 
Provinsi Bali melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Jana dan Yasa (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
memediasi secara parsial pengaruh tingkat pendidikan dan investasi terhadap tingkat 
kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh 
terhadap pengurangan kemiskinan dengan syarat bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak 
menyebabkan terjadinya ketimpangan antar masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang hanya 
dinikmati oleh sebagian orang atau golongan tertentu saja tidak akan berdampak kepada 
pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan menambah tingkat 
kemiskinan, hal ini dikarenakan orang-orang yang masuk dalam golongan miskin tidak dapat 
menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut.  
 

Implikasi Penelitian 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas dapat diuraikan beberapa implikasi 

yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini didasrkan atas teori 
ekonomi neoklasik yang menyebutkan bahwa pertumbuhann ekonomi dipengaruhi oleh 
faktor-faktor terkait faktor produksi diantaranya tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja atau 
sumber daya manusia yang berkualitas dihasilkan melalui pengalaman kerja, pendidikan yang 
memadai, dan dari data penelitian diketahui penduduk yang bekerja meningkat sejalan dengan 
peningkatan rata-rata lama sekolah atau tahun lama sekolahnya. Penelitian ini bermanfaat 
sebagai referensi atau pembanding bagi penelitian berikutnya serta dapat memberikan 
landasan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian 
lain yang sejenis. Dari hasil analisis data diketahui bahwa tingkat pendidikan, upah minimum, 
penduduk yang bekerja, dan investasi memilliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
dan tingkat kemiskinan serta peranan pertumbuhan ekonomi terbukti memediasi tingkat 
pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi terhadap tingkat 
kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan 
oleh pemerintah dalam melakukan suatu kebijakan pada masa yang akan datang. Hasil analisis 
data yang menunjukkan bakwa tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, dan investasi 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan, upah minimum, 
investasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan 
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membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat apabila pemerintah 
terus memperbaiki sistem pendidikan dan kebijakan pendidikan. Semakin tingginya 
pendidikan seseorang maka meningkatkan diterimanya penduduk dalam dunia kerja yang 
berkualitas sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya angka 
kemiskinan. Investasi dalam pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional dapat 
membantu menyiapkan tenaga kerja yang lebih kompeten dan relevan dengan kebutuhan 
pasar. Selain itu, kebijakan upah minimum harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk 
memastikan bahwa kenaikannya tidak mengakibatkan pengurangan lapangan kerja, tetapi 
tetap memberikan perlindungan bagi pekerja. Dengan mengintegrasikan pendidikan yang 
berkualitas dan kebijakan ketenagakerjaan yang bijak, pemerintah dapat menciptakan 
lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta 
mengurangi kemiskinan secara signifikan. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: Tingkat pendidikan dan penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan 
sedangkan UMK dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan, UMK, dan pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan 
tidak signifikan, serta investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat Pendidikan, UMK, penduduk yang 
bekerja, dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui 
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.  
 
Saran  

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai berikut: Bagi 
pemerintah diupayakan selalu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sehingga 
terjamin pemerataan pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Bali, serta tetap berorientasi 
pada peningkatan mutu pendidikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar yang pada 
akhirnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan 
kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kepada pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan 
pemerataan investasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan dari masyarakat. Pemerataan 
investasi dimulai dari pemerataan antara investasi Bali Selatan dengan Bali Utara, di mana 
telah terjadi disparitas investasi yang tinggi. Sehingga pemerataan investasi yang dilakukan 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kepada pemerintah daerah untuk melakukan 
pemerataan investasi karena dapat beerkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. Namun, saat ini investasi belum mampu menekan angka kemiskinan sehingga perlu 
ditindak lanjuti perihal perizinan investasi. Hal ini dikarenakan investasi asing bisa dikurangi 
karena akan mempengaruhi tingkat kemisknan, dengan menyesuaikan potensi daerah masing-
masing, sehingga nantinya potensi daerah tersebut dapat dikembangkan untuk menarik 
investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri sehingga akan berkontribusi dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan kabupaten/kota 
di Provinsi Bali. Kepada pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk 
lebih menggali potensi daerahnya sehingga nantinya ekonomi daerah bisa semakin bertumbuh, 
lapangan pekerjaan semakin banyak sehingga banyak tenaga kerja yang mampu diserap dan 
diberdayakan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. 
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